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MEKANISME PERENCANAAN HIBAH 
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Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 
Jakarta, 21 November 2013 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 



Dasar hukum 

• PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan 
Hibah; 

• Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas 
4/2011 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan 
dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari 
Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 
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Jenis hibah (PP 10/2011, Pasal 48) 

Direncanakan 

• Mendampingi pinjaman 

• Masuk ke dalam dokumen perencanaan 

• Memerlukan dana pendamping 

• Dilaksanakan oleh LSM melalui pemerintah 

Langsung 

• Penanggulangan bencana alam 

• Kerjasama teknik antara K/L pemberi hibah luar negeri 

• Atas permintaan donor diserahkan langsung ke K/L 
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Perencanaan (PP 10/2011, Pasal 52 dan 53) 

Rencana pemanfaatan hibah (RPH) 

• Arah kebijakan 

• Strategi 

• Pemanfaatan hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas 
pembangunan nasional 

Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) 

• Rencana tahunan kegiatan K/L, pemda dan BUMN yang layak 
dibiayai dengan hibah dan telah mendapatkan indikasi 
pembiayaan dari pemberi hibah. 

• Bahan dalam penyusunan RKP. 
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Mekanisme (PP 10/2011, Pasal 54) 

Menteri/Pimpinan Lembaga 

Mengusulkan 
kegiatan yang akan 
dibiayai dengan 
hibah kepada 
Menteri PPN/Kepala 
Bappenas  

Menteri PPN/Kepala Bappenas 

Melakukan penilaian 
usulan kegiatan 
(berpedoman pada 
RPJMN) 

Menteri Keuangan 

Menerima hasil 
penilaian dalam 
bentuk DRKH 

Mengusulkan 
kegiatan kepada 
pemberi hibah 
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On/off budget and treasury 
(PP 10/2011, Pasal 42-46) 

• Dilaksanakan sebagai bagian dari APBN 
Seluruh bentuk 

hibah 

• Disetor ke rekening kas umum negara 

• Bagian dari APBN Uang tunai  

• Dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran  
Uang untuk 

kegiatan  

• Dinilai dalam mata uang rupiah 

• Saat serah terima dicatat dalam Laporan Keuangan PP 

Barang/jasa dan 
surat berharga 
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Pengusulan kegiatan  
(Per MenPPN/KaBappenas, Pasal 47-50) 

• Ringkasan informasi untuk pengusulan kegiatan yang dibiayai 
dari hibah 

Daftar isian pengusulan kegiatan hibah: 

• Latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumberdaya yang 
dibutuhkan, hasil yang diharapkan, termasuk rencana 
pelaksanaan  

• Untuk mendapatkan gambaran kelayakan 

• Lampiran: surat usulan pemda calon penerima penerusan 
hibah 

Dokumen usulan kegiatan hibah: 
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Ringkasan langkah 

• Struktur steering committee 

• Daftar kegiatan dengan tujuan yang sama di berbagai K/L, pemda, LSM) 

• Administrator (UNEP untuk GEF) 

Penyusunan rencana pelaksanaan 

Pengajuan oleh executing agency 

• Pencantuman dalam DRKH 

• Bila belum tercantum namun telah memenuhi persyaratan dapat dicantumkan 
dalam DRKH tahun berikutnya 

Penilaian oleh Kementerian PPN/Bappenas 

Penandatanganan oleh Menteri Keuangan. 

8 



Integrasi ke dalam RKP 

RKP 

(APBN) 

2014, ..., 
2017 

DRKH 

• 2014, 2015, 
2016, 2017 

RPJMN 

• 2010-2014 

• 2015-2017 
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Proses penyusunan 
RKP mengikuti UU 
25/2004 tentang 
SPPN 



DRKH 
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Contoh 
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Contoh 
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Beberapa K/L 
sebagai 

implementing 
agencies 

LSM sebagai salah 
satu implementing 

agency 
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